
PERATURAN I(ABUPATEN I(ATINGAN
TAHUN 2OI7NOMOR

ANG
PERUBAHAN ANGGARAN ATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 20L7

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

I{ATINGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan gan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebij Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, perlu dilakukan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Be
Anggaran 2017;

fa Daerah Kabupaten Katingan Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Katrupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten SukarrLara, Kabuapten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, X.abupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nor::or 18 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesit Nomor 4180 );

2. Undang-undang omor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi
Pemberantasan Ti. dak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesi Tahun 2OA2 Nomor 137, Tarnbahan
Lembaran Nomor 25Ol;

Undang-Undang Nomor lT Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO3 Norrror 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indo Nomor 4286);

3.

4. Undang-Undang
Perbenda_haraan
Indonesia Tahun
Negara Republik I

Undang-Undang
Pemeriksarraan
i:. ::":.e::tgz-, r _;eg;:a

Nornor 1 Tahun 2OO4 tentang
Republik

Lembaran
egara (Lembaran Negara

Nomor 5, Tambahan
onesia Nomor a355);

15 Tahun 200+ tentang
aan dan Tanggungjawab

5.

Lemrbarafl Negara Republik Indonesia
Taiaum 2C:A4 N
Repuhlik I'ncio;resi

: 'C. :a.;rr.,':z.jter. Lemtraran Negara

Kry

I

I

I

l,i
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6. Undang-Undang omor 25 Tahun 2004 tentang Sistern
Perencanaan nan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indones
Lembaran Negara

Tahun 2AO4 Nomor 104, Tambahan
blik Indonesia Nomor aa2\;

Undang-Undang7.
Perimbangan
Pemerintahan

Nomor
angan

33 Tahun 2OO4 tentang
Antara Pemerintah Pusat dan
(Lembaran Negara Repubiik

8.

Indonesia Tahun
Negara Republik

Nomor 126, Tarnbahan Lembaran
Nomor 44381;

Undang-Undang
Daerah dan Retri
Indonesia Tahun

omor 28 Tahun 2OO9 tentang Pqiak
si Daerah (Lembaran Negara Republik

Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik donesia Nomor 50a91;

9. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2OO9 tentang
Pengadilan Tin Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Tahun 2OO9 Nomor 155, TambahanRepublik Indo
Lembaran Negara blik Indonesia Nomor 5O74);

10. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang
Pembentukan uran Perundang-undangan (Lembaran

Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,Negara Republik
Tambahan Lem
5%fl;

Negara Republik Indonesia Nomor

11. Undang U Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI+ N r 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indone Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan
tentang Peru
23 Tahun
(Tambahan
5679l;

12. Peraturan

Negara Republik Indonesia Nomor

Pembinaan dan

Tahun 2OOL N

dang-Undang nomor 9 Tahun 2OI5
Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Tentang Pemerintahan Daerah

tah Nomor 20 Tahun 2AOl tentang
Pengawasan atas Penyelenggarax

baran Negara Republik Indonesia
118, Tambahan Lembaran Negara

24 Tahun 2OO4 tentang
Keuangan Pimpinan dan

Lem

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1 Nomor 4L, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 4090);

13. Peraturan tah Nomor 65 Tahun 2OOL tentang
Pqlak Daerah (

Republik Indone Nomor 4138);

14. Peraturan tah Nomor 66 Tahun 2OOl tentang
Retribusi Daerah l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOl 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indon Nomor 41391;

15. Peraturan tah Nomor

11
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Republik Ind

16. Peraturan Pe
Pengelolaan

4502)
Pemerintah N
Peraturan
tentang Penge
(Lembaran N
2Ol2 , Tam
Nomor 53a0);

77. Peraturan Peme

18. Peraturan
Dana Perim

19. Peraturan

Republik Indo
Lembaran N
Sebagaimana te

20. Peraturan Pemeri

Tahun 2012
Republik Ind

2i. ieraturr-i Pe

I aql^a-^-* \-,._, - ... 
"u-t...t. L4).1-... . '-j:;, -. ;-

Anggota DPRD ( baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 |r[, or 90, Tambahan Lembaran Negara

.a Nomor 4416)' sebagaimana telahRepublik Indone

Nomor 24 Ta};run tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pim
Rai<yat Daerah

h dan Anggota Dewan Perwakilan

Tahun 2005 N

diubah dengan
2005 tentang

Peraturan Perneri
Sistem Informasi
Republik Indone

uran Pemerintah Nomor 37 Tahun
Atas Peraturan Pemerintahbahan

baran Negara Republik indonesia
94, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
i

rn Negara Republik Indonesia Nomor

tah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
r Tahun 2OO5 Nomor 138, Ta"mbaha.n

Nomor 4540);

tah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik
Tambahan Lem

telah diubah dengan Peraturan
74 Tahun 2012 Tentang Perubahan
tah Nomor 23 Tahun Tahun 2005

Keuanghn Badan Layanan Umum
Republik Indonesia Nomor 171 Tahun
Lembaran Negara Republik Indonesia

tah Nomor 30 Tahun 2Ol1 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oll No 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indone Nomor 52\91;

tah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2A05 No 1.37, Tdmbahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesi Nomor 4575);

tah Nomor 56 Tatrun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 4576)

diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tah 20LO Tentang Perubahan Atas

Lembaran Negara publik Indonesia Nomor 45761;

tah Nomor 2 Tahun 2AL2 Tentang
Hibah Daerah ( baran Negara Republik Indonesia

r 4, Tainbahan Lembaran Negara
Nomor 52'l2l;

tah Nonaor 58 Tahun 2005 tentang
Daei"a-i: (Lembaran NegarE

Repq3Li,,s l:,:ic::s: -e,:',)T. 2q)5 ir'o;m.or 140, Tambahah
rl;. l.;.k ..n;.c:esla Nonac:: at57 9li

ra.
tlr
'ii

I
l
i
I
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22.Peraturan Pe

Minimal (Lem

23.Peraturan
Pelaporan
(Lembaran
25, Tambahan
Nomor a6Al;

24.Peraturan
Standar
Republik
Lembaran

25. Peraturan Pe
Peraturan
2Ol4 tentang
Tahun 2OL4
Republik Indon
diubah dengan

Peraturan Pem
Peraturan Pelak

Tahun 2Ol5 No
Republik Ind

26.Peraturan
Keuangan
Dewan
Republik Indo

2T.Peraturan Pre

Negara Tahun

28. Peraturan Menteri
tentang Pedoman
telah diubah de
Nomor 59 Tahun
Menteri Dalam

Negeri Nomor 21
Atas Peraturan
2006 Tentang
(Berita Negara
310);

tah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyu nan dan penerapan Standar Pelayanan

Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150
Indonesia Nomor

Nomor 47 Tah

Pemeri
dan

Tambahan Lembaran Negara Republik
s85);

tah Nomor 8 Tahun 20A6 tentang
dan Kiner.l'a Instansi Pemerintah

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
mbaran Negara Republik Indonesia

tah Nomor 71 Tahun 2O1O Tentang
Akunt si Pemerintahan (Lembaga Negara
Indon Tahun 2OlO Nomor 723, Tambahan
Negara blik Indonesia Nomor 5i65);

tah Nomor 43 Tahun 2AU tentang
Undang - Undang Nomor 6 Tahun

(Lembaran Negara Republik Indonesia
r 123, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5539) Sebagaimana telah
turan Pemerintah Repubiik Indonesia

2015 Tentang Perubahan Atas
tah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 Tentang De (Lembaran Negara Republik indonesia

L57, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 57171;

Nomor 18 Tahun 2Ot7 tentang Hak
stratif Pimpinan dan Anggota

Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara blik Indonesia Nomor 60571;

Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
Belanja
Tahun

24rc tentang Rin Anggaran Pendapatan dan
2Ol7 (Lembaran Negara

2016 Nomor 2531;

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang

Pedoman Pengelo

Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Perubahan atas Peraturan
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Keuangan Daerah, serta diubah

untuk kedua kali Lya dengan Peraturan Menteri Dalam
un 2O 11 Tentang Perubahan Kedua

teri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
Pengelolaan Keuangan Daerah

ublik Indonesia Tahun 2O7l Nomor

1V

7
rri
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29.Peraturan Men
tentang Pedo
Belanja Daerah
Republik Indo
telah diubah
Nomor 109 T
Peraturan Men
Nomor 31 Tah
Anggaran Pen
Anggaran 2Ol7
2017 Nomor 12

30. Peraturan Mente
dan Transm
2016 tentang Pe
Tahun 2017 (

2076 Nomor 1

Peraturan M
Tertinggal, Dan
Tahun 2O17 Ten
Desa, Pembangu
Nomor 22 Tah
Peng3unaan D
Republik Indo

3l. Peraturan Men
201,6 tentang
Daerah Tahun A
Indonesia Tahun

32. Peraturan Mente
37 /PMK.O7 /2Ot6
(Berita Negara
a00);

33. Peraturan Ment
112/PMK.O7 /2Ot
Menteri Keu
Pengelolaan Tran
Negara Repubiik I

35. Peraturan
2OOB tentang
menjadi kewe
(Lembaran Dae
Nomor 3);

36. Peraturan Bupati
Pedoman Penyusu
Daena-h Kabupa

i-''.':1 ) ,Jc t;11; :-: ,

rratingail i.lOniOr i
Pe.raruran Bupati

Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Tahun Anggaran 2OlT (Berita Negara
ia Tahun 2076 Nomor 874) Sebagaimana

i Dalam Negeri Nomor 51 Talru,. Dat6

gan Peraturan Menteri Dalam Negeri
uR 24rc tentang perubahan Atas

Dalam Negeri Republik indonesia
2017 tentang Pedoman penyusunan

dan Belanja Daerah Tahun
ta Negara Republik Indonesia Tahun

rita
]3)
teri

an Daerah Tertinggat, Dan Transmigrasi
n 2OLO Tentang penetapan prioritas

Desa Tahun 2OlT (Berita Negara
Tahun 2Ol7 Nomor SS2);

Keuangan Nomor 132/PMK.OT /Tahun.tas Maksimal Kumulatif pinjaman
garan 2AL7 (Berita Negara Republik
16 Nomor 1320);

Desa Pembangunan Daerah Tertinggal,
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

ke Daerah dan Dana Desa (Berita
Lesia Tahun 2016 Nomor t32O);

pa Prioritas Penggunaan Dana Desa
Negara Republik Indonesia Tahun

Sebagaimana telah diubah dengan
Desa, Pembangunan Daerah

i Republik Indonesia Nomor 4
g Perubahan Atas peraturan Menteri

Keuangan Republik indonesia Nomor
tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
,publik Indonesia Tahun 2016 Nomor

Keuangan Repubiik Indonesia Nomor
tentang Perubahan Atas peraturan
Nomor 50/pMK. OT / 20tT tentang

Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun
bagian Urusan pemerintah yang
r Pemerintah Kabupaten Katingan
Kabupaten Katingan Tahun 200g

tingan Nomor 55 Tahun 2Arc tentang
ur Anggaran pendapatan dan Belanjl

Katingan Tahun Anggaran 2OlT
ta-ic.::: l1a.lj :i F.e:i.Tahun 2Ot6 Nomor

.ciillitah mremjadi Feraturan Bupati
tahun 2OL7 tentanq perubahan Afas

atingan Nomor 55 tahun ZOti ilntan;Pedoman penyusu Anggaran pendapatan dan Belanji

I
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Daerah Kabu
(Berita Daerah
355) dan di
Katingan Nom
Kedua Atas Pe
2OL6 tent
Pendapatan
Tahun Anggar
KatinganTahun

DEWAN PERWAKILAN RAI{Y.

Menetapkan : PERATURAN
TENTANG
BEI,ANJA

IJtrl;, ,i Perattrral ;..rr,r.i1.h ini, yang
1. Pe meri :r tahan I r 1, nd

oleh I' ,'r'in t ati ljaer-aur dttrr
pcrnli iiLn dengan prinsi
rlan rrsip Negara Kesat

o

4
J.

4.

rlinrlri,..,r.rd dalam Undang-U
19a5;
Pemerintah Daerah ada,lah
unsur penyelenggara pemeri
Bupati ada-lah Bupati Kati
Dewan Perwakilan Ralryat
adalah Lembaga pe
penyelenggara pemerintahan

5. Anggaran Pendapatan dan
APBD adalah. suatu
berdasarkan peraturan
Belanja Daerah Kabupaten

Perubahan Anggaran
20 17 sebagai berilruit:

Pendapatan

tten Katingan Tahun Anggaran D0l?
Kabupaten KatinganTahun 2OlT Nomor
purnakan menjadi peraturan Bupati
17 tahun 2OlT tentang perubahan

turan Bupati Katingan Nomor 55 Tahun
Pedoman Penyusunan Anggaran

Belanja Daerah Kabupaten Katingan
2017 (Berita Daerah Kabupaten

16 Nomor 362).

Dengan Bersama
,T DAERAH I(ABUPATEN I(ATINGAN

dan
I(ATINGAN

I{ABUPATEN I(ATINGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN

TAHUN ANGGARAN 2017.

I
,AN UMUM

1

yang
Rakyat

imaksud dengan:
penyelenggaraan urusan pemerintahan

DPRD menurut azas otonomi dan tugas
r otonomi seluas-luasnya datam sisteman Republik Indonesia sebagaimana
lang Dasar Republik Indonesia Tahun

upati dan Perangkat Daerah sebagai
rhan Daerah;

selanjutnya disebut DPRD
Daerah sebagai unsur

lanja Daerah yang selanjutnya disebut
an Keuangan Daerah yang ditetapkan

tentang Anggaran pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran

vi

MEMUTUSI(AN :
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3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp.

b. Pengeluaran Rp.

Pembiayaan Netto Rp.

Rp. 1 .197 .322.849.048,49
Rp. 1.302 .276.358. 149,38 (-)

: Rp.0,00

dalam Pasal 2 terdiri dari:
Rp. 49.58 L.155.694,49

Rp. 957.685.78 1.354,00
Rp. 190.055.9 12.OOO,O0

a.
b.
c.

Pendapatatr Daerah
Belanja Daerah
Surplus/ (Devisit)

104.953. .100,89

114.953.

1O.OO0.r

.100,89

.000,o0 (-)

(+)
Berkenaan

3

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana
a. Pendrlpatan Asli

sejumlah
b. Dana Perimbangan sejumlah
c. Lain - lain Pendapatan Daerah

yang Sah sejumlah

{21 Pendapatan Asli Daerah se
dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah sejumlah
b. Retribusi Daerah sejumlah
c. Hasil Pengelol.aan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan
sejumlah

d. Lain lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah sejumlah

(3) Dana Perirnbaiigan sebag€ririana
dari jenis pendapatan:

Dana Bagi Hasil sejumlah
Dana Alokasi Umurn sejurnlnh
Dana Alokasi Khr-rsr.rs
sejumlah
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau sejumlah

dimaksud ayat (1) huruf a terdiri

Rp. 8.723,696.737,Os
Rp. 3.936 ,891.334,74
Rp. 5.393,123.625,00

Rp. 3I.527.443.997,7A

pada eyat (t) huruf b terdiri

a.
b.
c.

d.

Rp. 85.878.589.354,00
Rp. 696.3O0. 554.000,0u
Rp. 175.506.638.OOO,OO

Rp. 0,O0

(a) Lain-Lain Pendapatan Daerah y Sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
a. Hibah sejumlah
b. Dana Darurat sejumlah
c. Danh BaSr Hasil Pajak

d. Danh Penyesuaian aLara

Otoilonri Khugr.r.s sejumni,.ah
e. tsaratmaae Keuamga;: t.t:.

F::o r:,ns:. q.l 6: ;, ier. i e-;:t;:.:.:2..:-
Daetah iainnla sejumHh

Rp. 27.8O2.7O0.O0O,O0
Rp. 0,00
Rp. 35.520.000"000,00

Rp,. i26 "733.2 r, 2.000,00

. -r J

;tvrl
)til

j

,{
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1) Belanja Daerah sebagaimana di dalam Pasal 2 terdiri dari
Belanja Tidak Langsung sej Rp. 581.997.086.135,03

Rp. 72O.279.272.A14,35Belanja Langsung sejumlah

Belanja Tidak Langsung sebagai
terdiri dari jenis helanja:

a dimaksud pada ayat (1) huruf a

a.
b.

2)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
ob'
h.

a.
b.
c.

3)

Belanja Pegawai sejumlah
Belanja Bunga sejumlah
Belanja Subsidi sejumlah
Belanja Hibah sejumlah
Belanja Bantuan Sosia1
Belanja Bagr Hasil sejumlah
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga

Belanja Langsung sebagaimana
dari jenis belanja:

Belarla pegawai sejumlah
Belanja barang dan jasa sej
Belanja modal sejumlah

1) Pembiayaan Daet'ah sebagaimana

a. Penerima.r, *e;r*t.t,
b. Pengeluaran sejumlah

2) Penerimaan sebagaimana
jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tah,un' sebelumnya
(SiLPA) sejurnLXah
Pencairan dana cadangan
sejUmlah
Hasil penjualarl kekayaan
Daerah yang dipisahkan
sejurnlah
Penerirnaan pirljaman daerah
sejrtmiah
Penerimaan kernbali pemberian
pinjaman sejumlah
Penerirnaan piutang daerah
sejufnlah
Pendrimaan keEnbali investasi
dan bergulir sejumlah

Rp. 34O.958.552.590,03
Rp. O,00
Rp. 1.350.O00.000,00
Rp. 28.865.508.084,00
Rp. 6.682.000.000,00
Rp. 1.5OO.O0O.OOO,00
Rp. 202.141.025.46 1,OO
Rp. 5OO.0OO.000,00

pada ayat (1) huruf b terdiri

Rp. 50.420.612.545,00
Rp.29 1 .003.556 .4 L8,7 9
Rp.378. 855. 1 03.O50,56

dalam Pasal 2 terdiri dari :

Rp. 1 14.953.509. 100,89
Rp.IO.OOO.OOO.OOO,OO

pada ayat (1) huruf a terdiri dari

Rp. I 14.953.509, 100,89

Rp. O,OO

Rp. 0,OO

Rp. O,O0

Rp. O,OO

I

'' Rp. 0,O0

Rp. 0,OO

viil

b.

c.

d.

e.

f.

ob'

jdih.katingankab.go.id



3) Pengeluaran sebagaimana dimak d pada ayat {1) huruf b terdi.i da.i
jenis pembiayaan:
a. Pembentukan dana cad

sejumlah
b. Penyertaan modal (inve

pemerintah daerah sejumlah
c. Pembayaran pokok

sejumlah
d. Pembaya-ran pinjaman

sejumlah

Rincian Perubah APBD menurut Urusan Pemerintahan

dae

Rp. 0,00

Rp. 10.000.000.000,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

i menurut

Uraian lebih lanjut Anggaran Pen tan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercant
bagian yang tidak terpisahkan dari

dalam Lampiran yang merupakan
raturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I
2. Lampiran II

3. Lampiran III

Ringkasan Peru APBD;
Ringkasan Pe bahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan dan Organisasi;

Daerah, O
Pendapatan, Be rja Program
Pembiayaan yang
dan rincian obyek

dan Kegiatan serta
kelompok, jenis, obyek

Rekapitulasi Pe bahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan D , Organisasi, Program dan Kegiatan;

4. Lampiran IV

5. Lampiraa V

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX

10. Lampiran X

1 1. Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII

Rekapitulasi Pe
Keselarasan dan
Daerah darr
Keuangan Negara;
Daftar Jumlah

ubah.an Belanja Daerah Untuk
Keterpaduan Urusan Pemerintahan

dalam Kerangka Pengelolaan

Per Golongan dan Per Jabatan;

Penambahan dan Pengurangan Aset

Penambahan dan Pengurangan Aset

12.
13.

Daftar piutang da ,

Daftar penyertaan
Daftar Perkiraan
Tetap Daerah;
Daftar Perkiraal
latnya;

odal (investasi) daerah;

Daftar Kegiatan- atan tahun anggaran sebelumnya
yang belum disele dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran in
Daftar dana cad
Daftar pinjaman dart Obligasi daerah.

(1) Setelah Peraturan Daerah ini
terdapat Belanja Langsung atau
akibat adanya pendanaan daru
atau darurat maka pendanaan
pergeseran anggzra:. =.-: :.ai. .:
berlaku

ditetapkan, apabila ternyata masih
Belanja Tidak Langsung yang timbul
untuk kepentingan mendesak dan I

a dapat dicukupi dengan melakukan
J<etentuan dan mekanisme yang

ix

PasaI
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(2) Kriteria kePentingan damrat
meliputi :

a. Bukan menrPakan kegiatan

{3} Iftiteria kepentingan mendesah
meliputi :

a. Program dan kegiatan
anggarannya belum tersedia

b. Keperluan rnendesak
menimbulkan kerugian yang le
masyarakat;

c. Program dan kegiatan yang
mencukupi;

d. Program dan kegiatan yang
Daerah.

dirnaksud pada ayat {1}

atau aktivitas Pemerintah Daerah

dasar masyarakat Yang
anggaran tahun berjalan;
yang apabila ditr:nda akan

besar bagi Pemerintah Daerah dan

b.
c.
d.

serta tidak diprediksi se

Tidak diharapkan terjadi berulang;
Berada diluar kendali dan / pengaruh Pemerinta.h;

Memiliki dampak Yang terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.

bagaimana dimaksud Pada aYat (1)

nya

akibat

belum tersedia atau tidak

adanya kebijakan Kepala

Bupati menetapkan
Anggaran Pendapatan
pelaksanaan.

Peraturan Bu.
dan Belanja

ti tentang Perubahan
sebagai landasan

Penjabaran
operasional

PTIIU?UP

I

Peraturan Daerah ini mulai berlakr:
Agar setiap orang
Peraturan Daerah ini dengan
Kabupaten Katingan.

NOMOR 39
NOREG PERDA PERUBAHAN
I{ALIMANTAN TENGAH O4T

tanggal diundangkan.
memerintahkan pengundangan

dalam kmbaran Daerah

di Kasongan
27 aktober 2A17

dalam Lembaran
aJ,27 Oktober 2Ol7

DAERAH KABUPATEN I(A TAHUN ?'017 NOMOR 70
LEMBARAN DAERAH UPATEN KATINGAN TAHUN 2017

I(AE}UP,

x
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